
DAFTAR PUSTAKA 

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. 

Jakarta: Erlangga. 

 

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat. 

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:Penerbit Andi. 

Maryono, Warella, Kismartini, 2007. Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Tengah 

Noordiawan, Putra, Rahmawati, 2007. Akuntansi Pemerintahan. 

Jakarta:Salemba Empat. 

Priyatno, Duwi. 2017. Panduan Paraktis Olah Data Menggunakan SPSS. 

Jakarta:Penerbit Andi. 

Putra, Gerryan. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan 

Daerah, dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. JOM Fekon.Vol.4 No. 1 

Renyowijoyo  Muindro,  2008.  Akuntansi  Sektor  Publik  Organisasi  Non  Laba. 

Jakarta:Mitra Wacana Media. 

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Pemerintah 

Daerah Otonom. 

______. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

______. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

______. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Syahputra, Ricky Ary. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for 

Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Studi Kajian pada Pemerintah Kabupaten Labuhan 

Batu Pusat). Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan. 

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta 

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta 

Trianto, Anton. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan 

Daerah di Kota Palembang. Jurnal. Politeknik Darusalam Palembang. 



Umami, Risya dan Idang Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi dan 

Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal. Vol.6  Edisi 

11. 

www.palembang.go.id diakses pada tanggal 18 April 2019 

https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-

governance-di-indonesia-99 diakses pada tanggal 3 Juni 2019 

http://kaukesbokan.blogspot.com/2013/10/pengertian-transparansi.html diakses 

pada tanggal 3 Juni 2019 

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/16-pengertian-akuntabilitas-

menurut-para-ahli.html  diakses pada tanggal 4 Juni 2019 

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli/  

diakses pada tanggal 4 Juni 2019 

http://www.bakohumas.palembang.go.id/blog/detil/8-kali-sabet-opini-wtp-bpk-ri-

apresiasi-pemkot-palembang  diakses pada 22 Juli 2019 

 

 

 

http://www.palembang.go.id/
https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99
https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99
http://kaukesbokan.blogspot.com/2013/10/pengertian-transparansi.html
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/16-pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli.html
https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/16-pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli.html
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli/
http://www.bakohumas.palembang.go.id/blog/detil/8-kali-sabet-opini-wtp-bpk-ri-apresiasi-pemkot-palembang
http://www.bakohumas.palembang.go.id/blog/detil/8-kali-sabet-opini-wtp-bpk-ri-apresiasi-pemkot-palembang

